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PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS
DI LINGKUNGAN KERJA

Nopriadi
* Dosen FKM UNAND Padang
* Kandidat Doktor PSIL UR
* Fasilitator HIV AIDS Nasional (KPAN)

ABSTRAKS

 Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah besar di dunia termasuk di
Indonesia, mengingat HIV dan AIDS merupakan penyakit yang belum ditemukan obat
senyembuhnya dan jumlah pengidapnya terus meningkat secara signifikan. HIV dan AIDS
idak hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, tetapi berdampak luas pada masalah
ekonomi, bisnis dan social. Pengidap HIV dan AIDS di Indonesia akhir-akhir ini sudah pada
;ondisi yang mengkhawatirkan. Jumlah kasusnya meningkat dari tahun ke tahun dan sebagian
besar (lebih 85 %) ada pada usia produktif.
Dunia kerja merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak negatif dari
masalah HIV dan AIDS, mengingat usia produktif adalah tulang punggung kegiatan pada
dunia usaha. Apabila HIV dan AIDS makin meluas pada pekerja, maka akan mengakibatkan
‘berbagai dampak negatif seperti melemahnya kemampuan pekerja, peningkatan biaya
pengobatan dan perawatan, kehilangan hari kerja, situasi kerja yang tidak kondusif, yang
‘semuanya itu berdampak pada penurunan produktifitas dan mengancam kelangsungan dunia
‘usaha.
Penyakit HIV dan AIDS di lingkungan kerja ini merupakan ancaman yang kompleks
. bagi karyawan, dengan dimensi yang lebih dari sekedar perawatan kesehatan. Banyak pria
“dan wanita di seluruh dunia yang menerima stigma, diskriminasi, dan ditolak haknya untuk
- mendapatkan pekerjaan, karena status HIV/AIDS yang mereka derita.
‘ Untuk menanggapi masalah ini, Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan WHO
-menerapkan pedoman praktik mengenai HIV/AIDS di dunia kerja. Pedoman ini didasarkan
- pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, menjaga kerahasiaan, lingkungan kerja
- yang sehat, tanpa pengujian HIV untuk rekrutmen tenaga kerja dan kenaikan jabatan. serta
- kelanjutan hubungan kerja. Begitu juga dengan Depnakertrans juga telah mengeluarkan
- Keputusan Menteri No.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
1 di Tempat Kerja.
1 Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja baik sendiri-sendiri maupun secara
-~ bersama-sama harus melaksanakan upaya pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di
lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga
- dau ahli di bidang HIV/AIDS.

- Kata Kunci: HIV AIDS di Tempat Kerja, Stigma, Diskriminasi.
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A. Pendahuluan

Epidemi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno

Syndrome (AIDS) merupakan salah satu penyakit yang berkembang sangat pesat dan I
masalah besar di dunia serta menjadi tantangan bagi pembangunan dan kemajuan S
Banyak negara miskin dan negara berkembang termasuk ~lndonesm yang dipengaruhi epf
ini ditinjau dari jumlah infeksi dan dampak yang dmmbulkarmya ]

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang pah
cepat. Data pengidap HIV dan AIDS di Indonesia akhir-akhir ini sudah pada kondisi yan
mengkhawatirkan. Jumlah kasus HIV dan AIDS memngkat dari tahun ke tahun dan sebagl

e I . e =

besar (>85%) ada pada usia produktif. Kementerian Kesehatan memperkirakan, Indon
pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV
AIDS dibandingkan pada tahun 2008 yaitu dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang. l
dapat terjadi bila tidak ada upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bermakna dala

SN T

kurun waktu tersebut. WHO memprediksikan jika terdeteksi satu kasus maka mungk

terdapat 100 kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi, karena tidak semua penderita dapat

terdeteksi dan dilaporkan.
Bagian terbesar orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah orang dewasa

yang berada dalam usia kerja dan hamplr separuhnya -adalah wanita yang akhir- akhir mi
terinfeksi lebih cepat dari pada laki-laki. HIV dan AIDS tidak hanya berdampak pada masalah
kesehatan saja, tetapi juga berdampak luas pada masalah ekonomi nasional, bisnis dan sosxal
tenaga kerja serta keluarganya. |

Melihat kondisi tersebut di atas maka dunia kerja merupakan salah satu sektor yang
akan mengalami dampak negatif dari masalah HIV dan AIDS mengingat usia pnoduktlf
adalah tulang punggung kegiatan pada dunia usaha. Apabila HIV dan AIDS makin meluas ’
pada masyarakat pekerja, maka akan mengakibatkan berbagai dampak negatif sepertl
berkurang atau melemahkan kemampuan pekerja, peningkatan biaya pengobatan dan s
perawatan, kehilangan hari kerja, situasi kerja yang tidak kondusif, yang kesemuanya itu akan ':
mengarah pada penurunan produktifitas dan mengancam kelangsungan dunia usaha. |

Sejak kemunculan virus HIV tahun 1983, HIV dan AIDS telah menjadi salah satu =
masalah terpenting di tempat kerja dewasa ini. Penyakit ini merupakan ancaman yang ,

kompleks bagi karyawan, dengan dimensi yang lebih dari sekedar perawatan kesehatan.
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Banyak pria dan wanita di seluruh dunia kerja (perusahaan) yang menerima stlgma,
diskriminasi, dan ditolak haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, karena: ‘Sjg‘éltus
HIV/AIDS yang mereka derita.
Stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga terja"di:"‘_ﬁ;ada
sektor pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadapj‘ pétugas
kesehatan yang menderita HIV, terhadap pasien AIDS, atau oleh pengusaha terhadép tenaga
kesehatan yang menderita HIV AIDS. Ini merupakan masalah serius dalafn lingkungan
pelayanan kesehatan, yang dapat menurunkan penyediaan perawatan dan program-program
pencegahan. Bentuk masalahnya berbagai macam, seperti pengobatan yang sering terlambat,
pelayanan dan tindakan yang salah, kerahasiaan privasi pasien tidak terjaga, perilaku petugas
kesehatan yang tidak etis kepada pasien, dan juga penggunaan universal precaution yang

terlalu berlebihan, sehingga menyinggung perasaan pasien dan keluarganya (Nopriadi. 2013).
B. Lingkungan atau Tempat Kerja terkait HIV AIDS

Berdasarkan pedoman bersama ILO/WHO (2005) tentang Pelayanan Kesehatan dan
HIV/AIDS, dijelaskan bahwa pengertian tempat kerja adalah semua tempat dimana pekerja
perlu berada atau pergi dengan alasan pekerjaan mereka dan yang berada dibawah
pengendalian langsung atau tidak langsung dari pengusaha.

Pada UU Kesehatan RI No 36/2009, Pasal 164 juga dijelaskan bahwa upaya kesehatan
kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup:sehat dan terbebas dari gangguan
kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan baik pada sektor formal
maupun informal, berlaku bagi setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja.

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam
melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas kerja, begitu
juga terhadap orang lain yang berada di tempat kerja juga harus terjamin keselamatannya.
Tempat kerja diartikan sebagai setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap dimana tenaga kerja tersebut bekerja, atau yang sering dimasuki oleh tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha, termasuk halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-
bagian tempat kerja tersebut (UU Keselamatan Kerja No 1/1970).

Kasus HIV/AIDS adalah sebagai isu di tempat kerja yang harus diperlakukan seperti

bahaya atau salah satu penyakit akibat kerja yang serius. Pengusaha harus menjamin bahwa
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pekerja sektor kesehatan dan manajer pada semua tingkat mesti sensitif terhadap

kerja yang berkaitan dengan HIV/AIDS, termasuk hal-hal yang relevan dengan |
kebutuhan pasien, dan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan dnd,kung o '
manajemen (Nopriadi, 2013). _
Sebagai perusahaan yang ingin menang di pasar global, kita harus terus menang
kekhawatiran kesehatan global utama seperti HIV/AIDS, tidak hanya dengan me-nd.uk f
masyarakat di tempat kita bekerja, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan karyaWén,&‘
keluarga mereka. 4
Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tc}
menerapkan Pedoman Praktik mengenai HIV/AIDS di Dunia Kerja. Pedoman ini didasarks e,ﬁ,
pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, menjaga kerahasiaan, lingkun‘gaﬁ‘ke ‘
yang sehat, tanpa pengujian HIV untuk rekrutmen tenaga kerja dan kenaikan jabatan, da
kelanjutan hubungan kerja.
Terdapat 10 prinsip-prinsip kunci dari Kaidah ILO (2001) tentang HIV/AIDS dan Dun
Kerja yang berlaku bagi semua aspek pekerjaan dan semua tempat kerja, termasuk sekt
kesehatan, yaitu : - "“

1) Isu tempat kerja: HIV/AIDS adalah isu tempat kerja, karena mempengaruhi angkat

kerja, dan karena tempat kerja dapat memainkan peran vital dalam membatasi penular

dan dampak epideminya. 1
2) Non-diskriminasi: Seharusnya tidak ada diskriminasi atau stigma terhadap pekerj
berdasarkan status HIV yang nyata atau dicurigai.
3) Kesetaraan gender: Hubungan gender yang lebih setara dan pemberdayaan - wani “

adalah penting untuk mencegah penularan HIV dan membantu masyarakat mengelol a

dampaknya.

4) Lingkungan kerja yang sehat: Tempat kerja harus meminimalkan risiko pekerjaan, dat i:

disesuaikan dengan kesehatan dan kemampuan pekerja. 1
5) Dialog sosial: Kebijakan dan program HIV/AIDS yang sukses membutuhkan kerjasama
dan saling percaya antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. f
6) Tidak boleh melakukan skrining untuk tujuan pekerjaan: Tes HIV di tempat kerja ‘
harus dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ILO, harus bersifat sukarela dan‘

rahasia, dan tidak boleh digunakan untuk menskrining pelamar atau pekerja.
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:v Kerahasiaan: Akses kepada data perseorangan, termasuk status HIV pekerja, harus
- dibatasi oleh aturan dan kerahasiaan yang ditentukan dalam instrumen ILO yang ada.”
Melanjutkan hubungan pekerjaan: Pekerja dengan penyakit yang ber:k_aitan‘ ‘deyngan
‘ HIV harus dibolehkan bekerja dalam kondisi yang sesuai selama dia fﬁaxnpy‘ secara
i medik. : |
'9) Pencegahan: Mitra sosial mempunyai posisi yang unik untuk memprombsikan upaya
“ pencegahan melalui informasi, pendidikan dan dukungan bagi perubahan perflaku.
10)Kepe(lulian dan dukungan: Pekerja berhak mendapat pelayanan kesehatan yang
| terjangkau dan mendapat santunan dari jaminan yang bersifat wajib dan jaminan yang
berkaitan dengan pekerjaan. :

Pada jenis-jenis pekerjaan tertentu, mungkin perlu mengelaborasi lebih lanjut prinsip-
j)rinsip ini untuk mengatasi tantangan khusus yang'dihadapi HIV/AIDS dalam sektor

 kesehatan. Sebagai contoh mungkin perlu untuk menawarkan test HIV bagi pekerja sektor

i

1 Dunia

kesehatan sebelum dan selama ditempatkan pada daerah yang berisiko tinggi terhadap

sckill | - mereka, seperti tenaga yang ditempatkan pada bangsal TBC yang resistan terhadap banyak

." obat-obatan.

1gk'ata‘ Sesuai dengan peraturan dan praktek nasional, persyaratan kerja bagi petugas

nularai  kesehatan baik yang bekerja di sektor publik atau swasta, harus dilindungi oleh santunan

- sakit, asuransi, jaminan social atau kompensasi tenaga kerja, sekurang-kurangnya sama

sekelll ' dengan yang dinikmati oleh pekerja di sekor lain. Pekerja sektor kesehatan yang hidup dengan
4 ~ HIV/AIDS tidak boleh didiskriminasi dalam bentuk akses pada kesejahteraan dan santunan

i

wanit 3 Wwajib lainnya. Pada waktu yang sama, penyesuaian mungkin diperlukan untuk menanggapi

\gelola E 3. cara penyakit berkembang, sebagai contoh dengan memperpanjang cuti sakit, dan bila perlu

; cakupan untuk santunan lain. Bila ketentuan atau skema yang ada memerlukan penyesuaian,
i - agar memperhitungkan kebutuhan khusus penyakit yang berkaitan dengan HIV, hal ini harus

menjadi subjek negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja atau perwakilan pekerja.

jasama

C. Dampak HIV dan AIDS di Tempat Kerja
t ‘kerja ‘ Dampak dari HIV AIDS sudah menjalar ke seluruh sektor ekonomi dan seluruh
|a dan ! ~ bidang kehidupan sosial, epidemi HIV/AIDS telah merupakan ancaman bagi pertumbuhan

1 dan pembangunan jangka panjang. Dampak sosial ekonominya akan sangat akut apabila

' kerugian SDM terkonsentrasi pada tenaga dengan ketrampilan yang langka, profesional dan
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pelatihan manajerial yang lebih tinggi. Konsekuensi kerugian ini akan mencapai baéia;n y
kritis bila mereka mempengaruhi pelayanan dan struktur yang sangat penting yangiéd.a ,:',l
garis depan, seperti sistem kesehatan nasional (Hoffman, 1997; Rao et al., 2008). { (-’.

Dalam konteks ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan: ke.t"e;“‘n 7
ketentuan United Nations Declaration of Commitment on HIV/AIDS tahun 2001 "’)’a',
mencakup komitmen untuk memperkuat sistem pemeliharan kesehatan dan :‘l‘:r\em‘bérl .
cakupan pengobatan, juga mengatasi masalah HIV/AIDS di dunia kerja melalui{. bening-i:(a a
program pencegahan dan kepedulian di tempat kerja publik, swasta dan sektor inf‘ér

(WHO/ILO, 2005).

1. Dampak HIV dan AIDS bagi Pekerja / Karyawan

Penyakit HIV dan AIDS menjadi salah satu masalah terpenting di tempat kerja dew.
ini. Penyakit ini merupakan ancaman yang serius bagi karyawan di dunia kerja, dengan
dimensi yang lebih dari sekedar perawatan kesehatan. Banyak pria dan wanita di seluruh dunia
yang mendapatkan stigma, diskriminasi, dan ditolak untuk mendapatkan pekerjaan. Sebu l
studi yang dilakukan di sebuah perusahaan besar menyebutkan bahwa sekitar 50% tidak tahu
kemana harus pergi untuk menerima informasi, pengujian, atau layanan HIV/AIDS Iainny
hampir 35% kenal seseorang yang telah tertular HIV/AIDS dan lebih dari 40% tela
menjalani pengujian terhadap HIV (Strauss, 2000). |

Ketika kemudian survey menanyakan apakah karyawan mencemaskan HIV daﬁ
AIDS di tempat kerja, 40% percaya mereka tidak akan dipertimbangkan untuk kenaikaﬁ
jabatan jika positif HIV; hampir 15% berpikir mereka akan kehilangan pekerjaan jika positi
HIV dan 60% percaya mereka tidak akan menerima dukungan dari rekan kerja jika positif =
HIV (Strauss, 2000). Data ini menunjukkan masih banyak yang perlu dilakukan terutamd‘
dalam hal pendidikan karyawan untuk memastikan setiap tempat kerja menjadi tempat kerjal-‘
yang aman dan produktif. Upaya yang dilakukan tidak hanya berpengaruh pada vitalitas. dan
kesejahteraan karyawan sebagai individu, tetapi juga kesuksesan perusahaan di pasar global. -

Stigma dan diskriminasi, baik yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap
petugas kesehatan lainnya yg positif HIV, terhadap pasien, atau oleh pengusaha terhadap _
pekerja sektor kesehatan, merupakan masalah serius dalam lingkungan pelayanan kesehatan, [“
yang akan menurunkan penyediaan perawatan dan program-program pencegahan. Bentuknya :

berbagai macam dan dapat menyebabkan pengobatan yang terlambat, tidak tepat atau L

3l
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i ya tergaﬂggu merusak kerahasiaan, perilaku yang tidak pantas atau tidak etis, dan penggunaan
i . kewaspadaan yang berlebihan.
2 pampak HIV dan AIDS bagi Perusahaan

Infeksi HIV AIDS tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga lingkungan kerja
-f secara umum. Jika perusahaan atau tempat kerja tldak dapat mengantisipasinya, maka
. kecemasan yang timbul di antara karyawan dapat mengganggu produktifitas kerja. Banyak
; perusahaan yang memandang mempekerjakan ODHA tidak cost effective. Hal ini terkadang
dlanggap wajar karena dipandang dari progres penyakitnya, kemungkinan penularan di tempat
kerja dan beban bagi karyawan lain (Hoffman, 1997). Banyaknya biaya kesehatan yang timbul
-.- sehubungan dengan infeksi HIV dan AIDS juga membuat banyak perusahaan tidak mau

. m6666666enanggung kerugian dengan tetap mempekerjakan ODHA (Hoffman, 1997).

ewasa

lengan _3 Pemberian informasi yang cukup mengenai HIV dan AIDS kemudian menjadi penting

dun agar perusahaan dapat mengambil kebijakan yang benar sehingga dapat menciptakan lingkungan

chuil 3 kerja yang mendukung baik bagi ODHA maupun karyawan lainnya. Dengan adanya program

. 1l promosi dan pencegahan HIV dan AIDS, maka biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi

nnya; terjadinya infeksi ini akan jauh lebih kecil dibandingkan menunggu infeksi ini berkembang di

tolal lingkungan kerja.

' dan D. Peranan Pengusaha, Pekerja/Buruh & Pemerintah dalam Pencegahan dan

aikan _ i Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja

ositif

ositif Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

i s No.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja,

kerja pemerintah melakukan pembinaan terhadap program pencegahan dan penanggulangan

. dan | HIV/AIDS di tempat kerja. Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baik
;; sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama harus melaksanakan upaya pencegahan dan

adap penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dalam melaksanakan upaya pencegahan dan

adap penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan

e melibatkan pihak ketiga atau ahli di bidang HIV/AIDS.

<nya

atau
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1. Peran Organisasi Pengusaha dan Pekerja

Kebijakan dan program tempat kerja harus menjamin perlindungan terhada
dan diskriminasi, menjamin penyediaan pengobatan, kepedulian dan dukun"gd
memungkinkan akses terhadap santunan berdasarkan undang-undang, tanpa memaﬁ
bagaimana cara HIV didapat (Kepmenaker No 68, 2004). Dalam ruang lingkup kepéd
yang luas terhadap para perawat, organisasi pengusaha dan pekerja harus: (Keme_nféker, 200
WHO, & 11O, 2005): - .
a) berpartisipasi penuh dalam mengembangkan dan menyebar-luaskan standar, pedo

kebijakan dan kerangka etika yang mendukung program HIV/AIDS, termasuk standar "
b) mengembangkan dan menerapkan strategi HIV/AIDS bagi anggota mereka sendiri ser
kebijakan bagi pekerjanya; “‘
¢) meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas pekerja sektor kesehatan unﬁ
mengatasi dampak HIV/AIDS di tempat kerja; “
d) menginformasikan dan melatih pekerja sektor kesehatan tentang Prinsip-prinsip dasar |
dan hak-hak waktu bekerja;
e) menjamin agar pekerja sektor kesehatan yang terinfeksi atau terkena dampak, di lindu
dari stigma dan semua bentuk diskriminasi;
f) bekerja bersama dengan pekerja sektor kesehatan untuk memantau kepatuhan terhad‘
semua peraturan dan standar ketenagakerjaan dan K3;
g) memperkuat akses pekerja sektor kesehatan untuk VCT, pengobatan dan progra j
kesejahteraan di tempat kerja;
h) bekerjasama antar sesama dan pihak terkait lain yang relevan untuk merancang strategi‘
memerangi HIV/AIDS di pelayanan kesehatan. "

Kebijakan kesehatan perlu mencakup dan mempromosikan kerjasama antara semua';‘_
institusi yang relevan termasuk rumah sakit dan klinik pendidikan, rumah sakit tingkat daerah"f‘.
dan swasta, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan masyarakat, apotik dan asosiasi ;“
perawatan berbasis rumah dan LSM nasional ataupun internasional lainnya. Karena itu ,
pemerintah harus (Kepmenaker, 2004):
a) membangun kapasitas semua komponen pada semua tingkat sistem kesehatan nasional; ‘
b) menyediakan dan memelihara kesinambungan perawatan yang efektif melalui koordinasi 1

pelayanan, dan berbagi sumber daya termasuk informasi dan pelatihan;

¢) memperbaiki kapasitas institusi untuk perencanaan dan manajemen pelayanan kesehatan;

7
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-':d) merancang dan mereformasi peraturan tentang pengembangan SDM bagi pielayanan

kesehatan mencakup perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan peraturaﬁ‘_-‘ tentang

kualifikasi dan syarat-syarat praktek tenaga kesehatan, termasuk persyaratan Sértiﬂkasi

dan akreditasi;

~e) scgera mengembangkan dan menerapkan rencana dan strategi perencana

memungkinkan sistem kesehatan memberikan pelayanan; ;
- f) memprioritaskan dan menyediakan anggaran yang sesuai untuk memberikan pelayanan

yang efektif kepada pasien dan perlindungan terhadap pekerja sektor kesehatan.

- 2.Peran pemerintah

| Menyadari bahwa HIV/AIDS saat ini di Indonesia bukan hanya menjadi masalah

' Kesehatan akan tetapi juga menjadi masalah dunia kerja yang berdampak pada produktivitas

- dan profitabilitas  perusahaan. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah

, mengeluarkan  Keputusan  Menteri  No.68/Men/1V/2004 tentang  Penceecahan  dan

- Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

] Transmigrasi tersebut mewajibkan pengurus/ pengusaha melakukan upaya pencegahan dan

- penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja melalui;

I. Pengembangan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di
tempat kerja yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja
Bersama (PKB).

2. Pengkomunikasian ~ kebijakan  dengan  cara menyebarluaskan  informasi  dan
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

3. Pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan

perlakuan diskriminatif.

nua
B 4. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencecgahan dan
i penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar
‘ ang berlaku.

itu yang berl

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan
Keputusan Nomor: Kep. 20/DJPPK/VI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang bertujuan sebagai pedoman
bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan pencegahan dan Penanggulangan

HIV/AIDS di tempat kerja melalui program keselamatan dan kesehatan kerja.

374
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| Petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di t
C' kerja meliputi:
a. Kebijakan.
1 b. Pendidikan.
| ¢. Perlindungan hak pekerja/buruh yang berkaitan dengan HIV/AIDS.

Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Khusus.

o

" e. Progam pengendalian.

Tanggung jawab pemerintah adalah menjamm pendekatan yang terkoordinasi an \l
|EL semua sektor, untuk mempromosikan dan mendukung standar pelayanan kesehatan setln
mungkin dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam segi persyaratan kerja dan perawatar
pasien, serta mengalokasikan sumber daya dan dana yang cukup. i
) Keberhasilan perencanaan dan penerapan kebijakan nasional dan peratu
I perundangan membutuhkan konsultasi yang luas antara pengusaha pelayanan kesehatan,

pekerja dan perwakilannya, asosiasi profesional, ODHA dan para pihak terkait lainnya,

sistem penegakan hukum yang efektif. Khusus dalam sektor kesehatan, pemerintah pa da

waktu yang sama adalah regulator, penegak hukum dan juga pengusaha. Harus dijamin bahw

fungsi-fungsi ini tetap terpisah untuk meminimalisir konflik kepentingan dan melindungi hak-

Geneva, 2001), http://www.ilo.

Pemerintah bekerjasama dengan pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka, serta

pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan, harus membuat kerangka'
peraturan vang relevan, dan bila perlu merevisi peraturan ketenagakerjaan dan peraturafl
lainnya untuk mencakup ketentuan-ketentuan bahwa: t'
(a) menjamin agar rencana aksi nasional HIV / AIDS menetapkan dan memberikan prioritas i

tinggi bagi kebutuhan khusus pelayanan kesehatan dan pekerja sektor kesehatan;

(b) mempromosikan penerapan SMK3 yang bersifat nasional pada pelayanan kesehatan,
termasuk peraturan dan pedoman di tempat kerja yang bertujuan mencapai syarat-syarat "
kerja yang layak, lingkungan kerja yang aman dan memperlakukan pajanan terhadap j

HIV/AIDS sama dengan kecelakaan kerja lainnya,
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(c) melindungi hak-hak semua pekerja dan pasien, apakah mereka secara pribadi terpengaruh
‘ oleh HIV/AIDS atau tidak, dan memberikan:
(1) suatu lingkungan kerja dan kepedulian yang bebas dari stigma dan diskriminasi
berdasarkan status HIV yang jelas atau diduga; |

(2) pencegahan dan pembatasan penularan risiko;

(3)sistem manajemen pasca pajanan, mencakup jaminan kerahasiaan sebagaimana

dicantumkan dalam instrument ILO, serta konseling dan pencegahan, bila _é;,’e__z_‘suai:

(4) larangan skrining HIV wajib untuk tujuan mengeluarkan dari pekerjaaﬁ ;citau proses
kerja. Tes HIV dapat ditawarkan untuk melindungi kesehatan pekerja sektor
kesehatan, sebagai contoh sebelum atau selama ditempatkan dalam bangsal TBC yang
resisten terhadap banyak macam obat; |

(5) penyesuaian yang dapat diterima, seperti penugasan ulang, penyesuaian tempat kerja
dan waktu kerja yang fleksibel;

(6) melanjutkan pekerjaan bagi pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS selama mampu
secara medik;

(7) perlindungan data pekerja yang berkaitan dengan HIV;

(8) akses kepada santunan, termasuk pilihan pensiun dini, cakupan pelayanan medis dan
biaya pemakaman;

(9)hak untuk bernegosiasi tentang masalah santunan, dengan memperhatikan peraturan
perundangan nasional;

(10) prosedur menyampaikan keluhan yang sensitif gender dan dirancang untuk dapat
diakses oleh semua staf;

(I11) usaha-usaha disiplin yang tepat;

(12) sangsi untuk pelanggaran ketentuan peraturan.

Badan yang berwenang harus memberikan informasi tehnis dan panduan kepada
pengusaha, pekerja dan perwakilannya mengenai Pedoman ILO tentang SMK3: ILO-OSH

- 2001, sebagai cara yang efektif untuk mematuhi kerangka legal dan kebijakan. Badan yang
- berwenang harus memperkuat system penegakan hukum K3, termasuk mekanisme

peémantauan dan pelaporan.

Dalam perannya sebagai pengusaha (pelayanan kesehatan milik pemerintah),

- pemerintah harus menjaga konsultasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi pengusaha
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swasta dan organisasi pekerja kesehatan. Dalam perannya sebagai pengusaha dan p nb,

kebijakan, pemerintah harus menjamin agar terdapat lembaga pengawasan K3 de

anggaran yang memadai, untuk memberikan panduan dan menegakkan peraturan K3.
E. Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja difokuskan pada pembentuk
perilaku pekerja untuk tidak terpapar pada rantai penularan HIV/AIDS, antara lain melal i
kontak seksual dan kontak jarum suntik. Bentuk kegiatan pencegahan HIV/AIDS dltem
kerja akan banyak berupa pendidikan pekerja (Workers Education) untuk menmgl\atk
kesadaran akan resiko HIV/AIDS dan adopsi perilaku aman untuk mencegah kontak deng n
rantéi penularan HIV/AIDS. '
Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS yang pernah dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Pelayanan Promotif : Meningkatkan KIE tentang HIV AIDS.
a) Promosi Perilaku Seksual Aman (Promoting Safer Sexual Behavior).
b) Promosi dan distribusi kondom (Promoting and Distributing Condomy).
¢) Norma Sehat di Tempat Kerja : tidak merokok, tidak mehgkonsumsi Napza.
d) Penggunaan alat suntik yang aman (Promoting and Safer Drug Injection Behavior).
2. Pelayanan Preventif
a) Peningkatan gaya hidup sehat
b) Memahami penyakit HIV AIDS, bahaya dan pencegahannya. _
¢) Memahami penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), bahaya dan cara pencegahannya p

d) Diadakannya konseling tentang HIV AIDS pada pekerja secara sukarela dan tldak

dipaksa.
3. Pelayanan Kuratif
a) Pengobatan dan perawatan ODHA
b) Pencegahan dan pengobatan IMS
¢) Penyediaan dan transfusi yang aman
d) Mencegah komplikasi dan penularan terhadap keluarga dan teman sekerjanya ¢

e) Dukungan sosial ekonomi ODHA

3T
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Pelayan‘m Rehabilitatif
fand ' a) Latihan dan pendidikan pekerja (ODHA) untuk dapat menggunakan kemampuan yang
masih ada secara maksinmal
b) Penempatan pekerja (OI®HA) sesuai kemampuannya
¢) Penyuluhan kepada pekerja dan pengusaha untuk menerima pe,r_‘ivderita ODHA untuk

bekerja seperti pekerja laein

1tu‘ d) Menghilangkan Stigma dan Diskriminasi terhadap pekerja ODHA oleh rekan kerja

] ela!? dan pengusaha

empat 4
; Selain itu terdapat pula kebijakan yang merupakan Keputusan Presiden Nomor 75

atkan
' " Tahun 2006 yaitu:

engar
y 1. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undan gan yang berlaku serta berperan aktif dalam pelaksanaan
strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

.“ 2. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS, serta meningkatkan

pencegahan dan penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terencana,

terpadu dan terkoordinasi.

- Dalam melaksanakan tujuan utama tersebut Komisi melakukan kegiatan-kegiatan

_‘ sebagai berikut:

1. Penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan,
pengendalian bahaya AIDS.

. Pengamatan epidemiologic pada lelompok penduduk yang beresiko tinggi mudah tertular
dan menjadi sumber penularan/penyebaran HIV.

. Mengadakan penyuluhan tentang bahaya dan bagaimana cara mencegah penularan HIV
bagi masyarakat umum.

. Mengadakan kerjasama internasional dan regional dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS.

. Menyebarluaskan informasi mengenai HIV/AIDS dalam berbagai media massa dengan
cara yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan serta kebimbangan dalam masyarakat.

Namun Kelemahan dari kebijakan tersebut adalah :

378
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| 1. Masih sulitnya membangun sinergisme dengan stakeholder karena visi yang belum
dengan KPAN/D. :

: 2. Kurang siapnya SDM dari Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kabupaten dan Kéta:
3. Masih adanya persepsi yang salah, mitos-mitos terhadap HIV/AIDS di masyaraké{.&_ i
| 4. Belum tersusunnya kebijakan-kebijakan atau ketentuan hukum terhadap penanggtilan
HIV/AIDS dan narkoba. .
i 5. Terlalu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya penang’gulan
‘ _ HIV/AIDS dan narkoba. \
%1 6. Permasalahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba belum merupakan p'rioril
E‘ sehingga menyulitkan dalam pengadaan dana. i
| 7. Program-program penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba yang masih berjalan sen
sendiri baik yang dilakukan oleh sektor pemerintah maupun masyarakat (Orsos dan LSM
1 mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kegiatan.
8. Adanya tantangan sosio-budaya, agama terutama dalam mempromosikan upaya

penanggulangan HIV/AIDS.

F. HIV dan AIDS, HAM serta gender di tempat kerja .

sebagai dampa %

Penyakit AIDS yaitu suatu penyakit yang ditimbulkan

berkembangbiaknya virus HIV didalam tubuh manusia, yang mana virus ini menyerang sel

darah putih (sel CD4) sehingga mengakibatkan rusaknya system kekebalan tubuh. Hilangnyég

atau berkurangnya daya tahan tubuh membuat si penderita mudah sekali terjangkit berbagaw

macam penyakit termasuk penyakit ringan sekalipun. Virus HIV menyerang sel CD4 darl
menjadikannya tempat berkembang biak Vlrus HIV baru kemudian merusaknya sehmgga
tidak dapat digunakan lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sel darah putih sangat dnperlukan

untuk system kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh maka ketika tubuh kita dlserang

penyakit. Tubuh kita lemah dan tidak berupaya melawan jangkitan penyakit dan aklbatny’d
kita dapat meninggal dunia meski terkena influenza atau pilek biasa.

Ketika tubuh manusia terkena virus HIV maka tidaklah langsung menyebabkan atal "
menderita penyakit AIDS, melainkan diperlukan waktu yang cukup lama bahkan bertahun= !-_

tahun bagi virus HIV untuk menyebabkan AIDS atau HIV positif yang mematikan.
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Kaidah ILO menyebutkan bahwa tidak dibolehkan adanya tmdak dlskrlmma51
adap buruh/pekerja berdasarkan status HIV/AIDS atau dianggap sebaga1 or

. gtermfeksu
;?,, Diskriminasi dan stigmatisasi justru  menghalangi upaya prom031 pencegahan

V/AIDS dan merupakan pelanggaran hak azasi manusia (ILO, 2002). :

- Salah satu pelanggaran HAM yang sering terjadi di tempat kerja adalah dengan adanya tes
sebagai prasyarat rekruitmen di tempat kerja. Padahal pemerintah sudah menjamin ddlam
‘ putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesxa No. 68/Men/lV/2004
entang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja pasal (5) berikut ini
Kemenaker, 2004):

1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat

suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan
kesehatan rutin.

2) Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan
l persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk
: digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3) Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha atau

pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau sesudah
dilakukan tes HIV.

yang
mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang
berlaku.

- 4) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh dokter

Infeksi HIV juga tidak boleh dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Seperti

; 1 layaknya kondisi penyakit lain,infeksi HIV tidak harus membuat seseorang kehilangan hak
gai :
: i bekerja sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat dibenarkan secara medis.

- Namun demikian, di

lan :
o8 banyak tempat di dunia, begitu seseorang terdiagnosa HIV, maka
’ ‘; berubahlah status kepegawaiannya. Sebuah studi membuktikan, 27% ODHA mengalami
- Perubahan dari full-time menjadi part-time dalam kurun waktu 6 bulan setelah didiagnosa

ng ,
- HIV (Hoffiman, 1997; Rao et al., 2008). Walaupun kehilangan pekerjaan yang dialami ODHA

ya
- sebagian disebabkan karena kondisi kesehatannya, namun dalam banyak studi dibuktikan

- bahwa kondisi kesehatan ODHA memburuk karena depresi dan gangguan mental akibat

-~ diskriminasi dan stigmatisasi yang dialaminya (Hoffman, 1997).
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Stigmatisasi di pelayanan kesehatan juga menjadi isu yang mengemuka bagl O.HA ]

dan keluarganya (Anderson et al., 2008; Carr & Gramling, 2004; Deacon & Stephney, 2007)

Padahal, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia g

No.68/Men/V/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja
pasal (3), menyebutkan bahwa pekerja/buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan kerja dengan pekerja/buruh lainnya sesuaidengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

!

Namun demikian, stigma dan diskriminasi baik yang dilakukan oleh pekerja sektor L

kesehatan terhadap pekerja sektor kesehatan lainnya, terhadap pasien, atau oleh pengusaha

terhadap pekerja sektor kesehatan, merupakan masalah serius dalam lingkungan pelayanan

kesehatan, yang akan menurunkan penyediaan perawatan dan program-program pencegahan.

Bentuknya berbagai macam dan dapat menyebabkan pengobatan yang terlambat, tidak tepat

atau terganggu, merusak kerahasiaan, perilaku yang tidak pantas atau tidak etis, dan

penggunaan kewaspadaan yang berlebihan (Anderson et al., 2008; Carr & Gramling, 2004;

Deacon & Stephney, 2007).

Upava intervensi dalam pelayanan kesehatan akan lebih sukses bila upaya tersebut
merupakan bagian kampanye yang lebih luas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.
Dalam pelayanan kesehatan, stigma dan diskriminasi dapat dikurangi secara bermakna
melalui kombinasi intervensi yang saling mendukung seperti:

(a)penerapan kebijakan tempat kerja yang secara tegas melarang diskriminasi dalam
pekerjaan dan dalam melaksanakan tanggung jéwab profesional;

(b)penyediaan perawatan yang komprehensif, termasuk program kesejahteraan dan
penyediaan ART untuk meningkatkan kualitas kehidupan;

(c)pelatihan yang sesuai bagi personil pada semua -tingkat tanggung jawab, untuk
meningkatkan pengertian terhadap HIV/AIDS dan mengurangi sikap negatif dan
diskriminatif terhadap kolega dan pasien yang hidup dengan penyakit ini. Pelatihan ini
harus menyediakan pekerja kesehatan dengan:

(i) Informasi tentang cara penularan HIV/AIDS dan penyakit infeksi lainnya, tingkat
risiko pekerjaan, untuk mengatasi ketakutan terhadap kontak fisik dengan pasien dan
memberikan landasan untuk belajar terus-menerus;

(i)Ketrampilan inter-personal, untuk membantu pekerja kesehatan mengerti dampak

HIV/AIDS dan beban stigma, dan memberi mereka ketrampilan untuk berkomunikasi

a8
& b
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dengan pasien, kolega dan lainnya dengan cara yang saling menghargai dan
nondiskriminatif; -

(ili)Tehnik mengelola stres dan menghindari kehabisan tenaga, seperti melalui
ketentuan tingkat personalia yang memadai; lebih banyak kesempatan untuk :t)ef:kerja
secara mandiri dan meningkatkan keterlibatan dalam bagaimana c‘ara‘tef%ﬁjsbut
dilaksanakan; menetapkan pola-pola kerja shift; rotasi kerja; prOmosi;f;dan
pengembangan pribadi; pengenalan awal dari stres; pengembangan ketrémpilan
berkomunikasi untuk supervisi; kelompok pendukung staf; dan waktu diluar tempat
kerja;

(iv)Kewaspadaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang melindungi

hak-hak pekerja sector kesehatan dan pasien, tanpa memandang status HIV mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam 10 kaidah ILO, dimensi gender dalam

penanggulangan HIV/AIDS perlu digaris bawahi. Perempuan dibanding laki-laki cenderung
‘mudah terinfeksi dan terpengaruh wabah HIV/AIDS. Karenanya, kesetaraan jender dan

pemberdayaan perempuan amat penting bagi keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi

'serta memudahkan perempuan mengatasi HIV/AIDS (ILO, 2002; WHO & ILO, 2005).

Wanita lebih mudah menjadi HIV-positif dan lebih terpengaruh dampak buruk
_;‘! epidemi dibandingkan laki-laki, karena alasan biologis, sosio-kultural dan ekonomi -(ILO,
12002; WHO & ILO, 2005). Sektor kesehatan merupakan pengusaha utama dari pekerja
E anita, pada beberapa kasus sekitar 80% pekerja sektor kesehatan adalah wanita. Dalam
3 keadaan demikian, sangat penting untuk memperhatikan sepenuhnya dimensi gender dari K3
~danHIV/A1DS, dan bahwa pekerja kesehatan laki-laki dan wanita menjadi sensitif gender,
yang diberikan melalui informasi, pendidikan dan pelatihan.
: Pengusaha harus menjamin bahwa upaya-upaya berikut ini diperhatikan dan
." ditampung dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program di tempat kerja:
1) Semua program sektor kesehatan harus sensitif gender, sebagaimana juga sensitif terhadap
: etnis, usia, ketidakmampuan, agama, status sosio-ekonomi, budaya dan orientasi seksual.
Hal ini diwujudkan dengan secara jelas mentargetkan laki-laki maupun wanita dalam
program. dan melibatkan mereka dalam program yang mengakui jenis dan tingkat risiko

yang berbeda bagi laki-laki dan wanita.




Seminar Nasional Konservasi dan Proteksi Lingkungan
Pekanbaru, PSH.-UR Desember 2013

3)

4)

5)

yang tidak setara diantara mereka dalam lapang.an pekerjaan dan situasi persdha]; "
pelecehan dan kekerasan harus diutarakan secara khusus, tidak hanya dalam tempat kerja:
tapi juga dalam situasi rumah tangga (domestik). |
Program tempat kerja harus membantu wanita mengerti hak-hak mereka, baik dalam
tempat kerja maupun diluar tempat kerja, dan memberdayakan mereka untuk mehndungl i
diri mereka sendiri. ;
Pendidikan bagi laki-laki harus mencakup peningkatan kesadaran, penilaian risiko dan
strategi untuk mempromosikan tanggung jawab laki-laki berkaitan dengan pencegahan
HIV/AIDS, dan faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung: perilaku pencegahan -
yang bertanggung jawab. ]
Pelatihan HIV/AIDS bagi pekerja sektor kesehatan harus memberikan pengertian tentang
kebutulan fisik dan psikologis khusus dari wanita HIV-positif, termasuk masalah- masalah
spesifik yang mereka hadapi dalam kesehatan reproduksi dan anak. Pelatihan juga harus
menjelaskan hambatan-hambatan untuk membuka status HIV, seperti ketakutan terhadap

stioma. diskriminasi atau kekerasan.
G. Kesimpulan dan Saran

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas :
dari gangguan kesehatan baik pada sektor formal maupun informal, berlaku bagi setiap
orang vang berada di lingkungan tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksudkan adalah =
semua (empat dimana pekerja perlu berada atau pergi-dengan alasan pekerjaan mereka dan
yang berada dibawah pengendalian langsung atau tidak langsung dari pengusaha. |
Penyakit HIV dan AIDS merupakan masalah dan tantangan yang dihadapi perusahaan
karena penyakit ini merupakan ancaman yang kompleks yang mempengaruhi karyawai
yang tidak saja sekedar perawatan dan pengobatan penyakitnya tetapi juga dampak sosial
dari penyakit tersebut. Dampak HIV dan AIDS di tempat kerja, dapat dirasakan oleh

banyak pckerja dan calon karyawan berupa perlakuan stigma, diskriminasi, dan ditolak

haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik karena status HIV dan AIDS mereka.

383



geminar Nasional Konservasi dan Proteksi Lingkungan
| pekanbaru. PSIL-UR Desember 2013
=

Kecemasan karyawan penderita HIV/AIDS di tempat kerja juga berdampak bagi

produktivitas perusahaan dan menghambat kemajuan bisnisnya.

'3, Peranan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baik ‘s‘endiri-;'sé‘ndiri

maupun  secara bersama-sama harus melaksanakan upaya pencegaha
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dalam melaksanakan upaya pence'ghhan
dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dapat dilakukan
dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli di bidang HIV/AIDS. Organisasi buruh
internasional (ILO) dan Kemenakertrans RI telah menerapkan pedoman praktik mengelola
HIV dan AIDS di dunia kerja dan petujuk teknis pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS di tempat kerja. Pedoman ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi,
kesetaraan gender, lingkungan kerja yang sehat, tanpa pengujian HIV untuk
ketenagakerjaan, kerahasiaan dan kelanjutan hubungan kerja.

. Program HIV dan AIDS ditempat kerja bertujuan memfasilitasi akses informasi
pencegahan HIV yg komprehensif, pengujian, pernigobatan dan perawatan HIV untuk
semua Karyawan. Program tersebut meliputi kebijakan HIV dan AIDS ditempat kerja,
pendidikan HIV/AIDS untuk karyawan, akses ke layanan pencegahan, pengobatan dan

perawatan serta manajemen HIV dan AIDS di tempat kerja.

buruh/pekerja berdasarkan status HIV/AIDS atau dianggap sebagai orang terinfeksi HIV.
Diskriminasi dan stigmatisasi justru menghalangi upaya promosi pencegahan HIV/AIDS
dan merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Salah satu pelanggaran HAM yang sering
terjadi di tempat kerja adalah dengan adanya tes HIV sebagai prasyarat rekruitmen di
tempat kerja. Padahal pemerintah sudah menjamin: dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

. Perempuan dibanding laki-laki cenderung mudah -terinfeksi dan terpengaruh wabah
HIV/AIDS. Karenanya, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan amat penting
bagi keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi serta memudahkan perempuan
mengatasi HIV/AIDS. Wanita lebih mudah menjadi HIV-positif dan lebih terpengaruh
dampak buruk epidemi dibandingkan laki-laki, karena alasan biologis, sosio-kultural dan
ekonomi. Sektor kesehatan merupakan pengusaha utama dari pekerja wanita, pada

beberapa kasus sekitar 80% pekerja sektor kesehatan adalah wanita. Dalam keadaan
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demikian, sangat penting untuk memperhatikan sepenuhnya dimensi gender dari dan :
HIV/AIDS, dan bahwa pekerja kesehatan laki-laki dan wanita menjadi sensmf gender

yang diberikan melalui informasi, pendidikan dan pelatlhan
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